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BUPATI TRENGGALEK  

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 68 TAHUN 2017 

TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 44 TAHUN 
2016 TENTANG TUNJANGAN RUMAH JABATAN ATAU RUMAH DINAS 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TRENGGALEK, 

 
Menimbang :  a.  bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Bupati 

Trenggalek Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tunjangan 

Rumah Jabatan atau Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai lagi dengan 

peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pencabutan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 44 Tahun 

2016 tentang Tunjangan Rumah Jabatan atau Rumah 

Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

Mengingat :  1.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan 
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik  Indonesia   Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah  diubah beberapa kali  terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
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Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 80); 

8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2017 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 61). 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

BUPATI TRENGGALEK NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG 
TUNJANGAN RUMAH JABATAN ATAU RUMAH DINAS 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH. 

 
 

Pasal I 
 

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Tunjangan Rumah Jabatan atau Rumah Dinas Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 44) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. 

 

 
 

 Ditetapkan   di Trenggalek 

 pada tanggal 27 November 2017 

         BUPATI TRENGGALEK,d 
 TTD                                                                                                   

   EMIL ELESTIANTO 

Diundangkan di Trenggalek 

pada tanggal 27 November 2017 

   SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TRENGGALEK, 
                TTD 
        ALI MUSTOFA 
 BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 69 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 

  KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
       ANIK SUWARNI 

Nip . 19650919 199602 2 001 

 


